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ABSTRAK 

 

 

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam 

memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Anak yang 

memiliki permasalahan dengan kehidupannya baik konflik dengan keluarga, orang 

lain maupun lingkungannya, hal ini dapat membawa anak tersebut berkonflik dengan 

hukum. Misalnya berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika. Dalam hal berkonflik dengan hukum ini, tentunya tidak lepas dari peran 

polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran sebagai 

penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Penyidik sangat berperan 

dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan 

penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena 

bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, 

maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. 

Penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

telah di atur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

undang-undang tersebut telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak 

yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun 

peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam 

beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus 

pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan 

perkembangan mental maupun jasmani anak. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas 

maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan 

psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Apakah penyelidikan dan 

penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap anak 

pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika telah sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian? 

Untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan perpaduan 

antara penelitian perpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah analisis 

penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa 

sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pelaksanaan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan 

psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Polisi sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
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MOTTO 
Dengan ilmu hidup jadi mudah 

Dengan agama hidup jadi terarah 

Dan dengan seni hidup jadi indah. 

 

TIDAK ADA YANG TIDAK 

MUNGKIN ASAL KITA 

MAU BERUSAHA DAN 

BERDO’A 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus 

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana 

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu 

negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti 

melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia 

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
1
 Perlindungan terhadap 

anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban 

bangsa tersebut karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan 

nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini 

mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi 

pembangunan bangsa dan negara
2
. Maka diperlukan pembinaan secara 

terus-menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan 

perkembangan fisik, mental serta perlindungan dari segala kemungkinan 

yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.  

                                                           
1 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), hlm. 1. 

 
2  Pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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Misalnya di daerah perkotaan seperti Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah salah satu perkotaan di Indonesia, di mana pengaruh budaya 

perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai 

salah satu contoh adalah adanya kecendrungan pola hidup yang serba 

instant dengan alasan kepraktisan. Seiring dengan keberhasilan karier 

masing-masing (suami-istri), berakibat kepengurusan anak-anaknya 

diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini 

sudah dapat dipastikan akan terjadinya krisis kasih sayang dan sekaligus 

lepasnya pengawasan dan bimbingan orang tua kepada anaknya. Anak 

yang kurang atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, 

bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, serta 

pengawasan dari orang tua atau wali akan mudah terseret dalam arus 

pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan 

merugikan perkembangan pribadinya.  

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat 

mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela 

tanpa kontrol yang cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Pada masa sekarang ini begitu 

banyak ditemukan korban yang sebagian besar adalah generasi muda, dari 

hari ke hari jumlah pecandu justru semakin meningkat, tidak hanya 

kalangan orang dewasa tetapi di kalangan anak sudah banyak yang terlibat 

dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan bahkan di kalangan 

anak sudah ada yang terlibat dalam pengedaran narkotika dan 
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psikotropika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di 

kalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. 

Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus 

memberikan perlindungan kepadanya.  

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan 

kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-

Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam 

pelaksanaanya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering 

dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai 

dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan 

pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya 

dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai 

dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan 

terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan 

trauma dan implikasi negatif terhadap anak.
3
  

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang 

melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun 

peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya 

dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta 

                                                           
3 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 

XV. 
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perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang 

pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani 

anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada 

saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. 

Pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian 

orang dewasa.
4
  

Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak 

dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan 

hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses 

penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika 

dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. 

Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak 

hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, 

polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka 

mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap 

peradilan selanjutnya.  

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam 

kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan 

dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya 

                                                           
4 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 33-34. 
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seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama 

proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak 

ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan 

juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-

penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak 

semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi 

diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi 

kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara 

pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan 

hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana 

anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal 

ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk 

melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka 

harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. 

Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk 

menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 

menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
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bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan 

tersangkanya” 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

menguraikan lebih jauh mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana 

narkotika dan psikotropika, sehingga dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul: 

“ PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK 

DALAM KASUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”. 

(STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta? 

2. Apakah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap anak pelaku tindak pidana 

narkotika dan psikotropika telah sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui secara lebih rinci mengenai pelaksanaan penyelidikan 

dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan 

psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

b. Mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam menangani anak pelaku tindak pidana narkotika 

dan psikotropika. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya di 

bidang ilmu hukum pidana. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 

informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian 

yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum 

khususnya kepolisian sesuai dengan konsep yang diembannya 

masing-masingnya, dan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi 

organisasi penegak hukum pada umumnya.  

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

sebagaimana diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini, 

maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian 

terdahulu yang membahas tentang penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika, dan hukum pidana anak. Referensi tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

Skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Segi 

Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasnya (Studi Kasus Daerah Istimewa 

Yogyakarta) membahas tentang peranan hukum narkotika terhadap 
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pengguna zat-zat narkotika serta kendala dalam upaya merehabilitasi 

penyalahgunaan narkotika
5
, sedangkan skripsi ini membahas tentang 

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan 

psikotropika terhadap anak.  

Kemudian skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika dan 

Obat-obat Terlarang dikalangan Anak Bawah Umur dan Upaya 

Penanggulangan oleh Kepolisian (Studi kasus Polres Ngawi) membahas 

tentang penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan anak 

bawah umur di kabupaten Ngawi
6
, sedangkan skripsi ini menitik beratkan 

pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan 

psikotropika yang dilakukan oleh anak. 

Selanjutnya skripsi yang berjudul Pemidanaan Terhadap Anak 

Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta 

membahas tentang pemidanaan terhadap anak pelaku penyalahgunaan 

narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap anak
7
, sedangkan dalam 

skripsi ini menitik beratkan pada penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana narkotika dan psikotropika terhadap anak di Polda DIY. 

                                                           
5 Agus Purwanto, Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana dan 

Upaya Rehabilitasnya, (Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2004). 

 
6 Marhaeni Putri Suksmawati, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang 

(Narkoba) di Kalangan Anak Bawah Umur dan Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian, (Fakultas 

Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2000). 

 
7 Sekar Asri Ramadhana, Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 

di Daerah Yogyakarta, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010). 
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Selanjunya skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika 

Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana membahas tentang penanggulangan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari segi hukum pidana 

dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam 

menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika
8
, sedangkan 

dalam skripsi ini membahas tentang prosedur penyelidikan dan penyidikan 

terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian tentang ini belum ada 

dilakukan oleh peneliti lain, karena peneliti lain hanya membahas tentang 

penanggulangan tindak pidana narkotika serta upaya rehabilitasinya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan  

a. Penyelidikan  

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 

mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang 

berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau 

yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha 

menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, 

bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah 

                                                           
8 Agustin Sonya Maria, Penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Segi Hukum Pidana, 

(Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010). 
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peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak 

sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). 

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan 

penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan 

tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. 

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi 

penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode 

atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan 

lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, 

pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, 

tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut 

umum
9
. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan 

dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan 

tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar 

dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.
10

  

 

b. Penyidikan 

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat  (2) dan Undang-

                                                           
9 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik, dan 

Permasalahannya, (Bandung, PT Alumni, 2007), hlm. 55. 

 
10 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan 

Penuntutan, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 101. 
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Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Pasal 1 ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang 

penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara 

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Jika 

penyelidikan yang dicari dan berusaha ditemukan adalah 

peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dibuat terang adalah 

tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. 

Penyidikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika diatur dalam pasal 55, 56, 57 dan 58.
11

 Dalam sistem 

hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat (1) 

disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kemudian pada pasal 6 

ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

                                                           
11 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar 

Maju, 2003), hlm. 148. 
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Penyidik Polri didalam menjalankan tugasnya serta untuk 

menjalankan kewajibannya diberi wewenang tertentu.  

Mengingat masalah narkotika dan psikotropika sangat 

berbahaya bagi individu, masyarakat dan negara maka wewenang 

penyidik Polri diperluas. Perluasan wewenang tersebut sangat 

diperlukan sekali untuk menguak terjadinya tindak pidana di 

bidang narkotika dan psikotropika. Wewenang tersebut bisa 

dikatakan sangat istimewa dan tidak terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan lain.
12

 

2. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan 

 

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami 

proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan 

tindak pidana, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. 

Apabila anak tersebut terjerat dalam sebuah kasus pidana 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, maka dalam proses 

penanganan perkara anak tersebut dilakukan secara khusus dan 

berbeda dengan proses penanganan kasus orang dewasa. Pengkhususan 

terhadap anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak. Perlakuan khusus terhadap anak-anak 

yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya 

maupun peradilannya. 

                                                           
12 Ibid., hlm. 193.  
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Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa 

penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anak adalah 

penyidik anak, artinya Undang-Undang telah merumuskan bahwa 

terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang 

khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Dengan demikian 

penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan 

penyidikan.
13

  

Hal ini terjadi mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya 

dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta 

perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan yang pada 

hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani 

anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus 

pada saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah 

dengan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan 

anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang 

disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain
14

. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 117. 

 
14 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 34. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian 

perpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian perpustakaan adalah penelitian tentang aturan 

dasar pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan 

psikotropika menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan 

penelitian lapangan (field research) ini untuk mengetahui sejauhmana 

penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak 

pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Pendekatan yang Digunakan 

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati 

obyek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), 

karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan 

bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan 

sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan 

data primer yang diperoleh dari lapangan.  

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini 

maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan 
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dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data 

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang 

Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika dan Psikotropika. 

3. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.  

4. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah analisis 

penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun 

peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. 

5. Sumber Data 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

berbagai narasumber yaitu aparat penegak hukum di instansi 

kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Staf Sub 

Seksi Registrasi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) Kelas l Yogyakarta mulai pada tanggal 12 Februari 

sampai 14 Maret 2013. 

b. Data Sekunder  

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan 

keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. 

Data tersebut digolongkan menjadi: 



17 
 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang 

berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti 

dan sifatnya mengikat, terdiri dari: 

a. KUHP dan KUHAP 

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika 

c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika 

d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak 

e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 

berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, 

terdiri dari: 

a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum 

pidana, hukum acara pidana, hukum pidana anak, 

serta buku-buku yang membahas tentang tindak 

pidana narkotika dan psikotropika 

b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak 

pidana narkotika dan psikotropika. 
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6. Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah: 

a. Interview atau wawancara 

Interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya 

jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 

berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang 

dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

narasumber.
15

 Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan 

berhadapan dengan aparat penyidik di Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan Staf Sub Seksi Registrasi Klien Anak di Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas l Yogyakarta. 

b. Observasi 

Adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala 

subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan 

kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.
16

 Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan terhadap tempat penahanan 

anak tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

                                                           
15  Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Remaja Rosda 

Karya, 1993), hlm. 7 

 
16  Sutrisno Hadi, Metodologi Research  (Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fakultas, 

UGM, 1988) hlm: 193. 
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c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari 

berbagai buku hukum, surat kabar, majalah dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. 

7. Metode Analisis data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.
17

 Penyusun 

menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk 

mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis 

terhadap data tersebut.
18

 Data yang telah terkumpul, selanjutnya 

dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir 

yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan 

untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan 

psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 

 

                                                           
17 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 

1989), hlm. 263. 

 
18 Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, 

(Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139. 
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G. Sistematika Penulisan 

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan 

pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penulisan ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II, menguraikan tentang tinjauan umum tentang Narkotika 

dan Psikotropika serta tinjauan tentang anak dan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak.  

BAB III, berisi tentang penyelidikan dan penyidikan terhadap 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak.  

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil 

penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi 

penelitian ini diadakan, yaitu tentang pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana anak dalam kasus narkotika dan psikotropika di 

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. 

BAB V berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari 

penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang 

terkait dengan proses penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses penyelidikan anak di Polda DIY dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku, pada prinsipnya pada tahap 

penyelidikan terhadap anak sama dengan orang dewasa sebagaimana 

yang telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Namun pada tahap penyidikan proses penanganan terhadap 

anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, 

bentuk kekhususan tersebut didasarkan pada peraturan Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Jangka waktu penahanan terhadap anak hanya berlaku untuk 

paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 10 hari 

b. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh 

penyidik anak 

c. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta 

pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) 

d. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib 

dirahasiakan 
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e. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana 

kekeluargaan 

f. Dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak 

memakai pakaian dinas 

g. Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang 

dewasa  

h. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya 

dipisah.   

2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta terhadap anak yang melakukan tindak pidana sampai saat 

ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan 

digabungkan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian sebagaimana yang 

terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  
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B. Saran 

Dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul Penyelidikan 

dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan 

Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta). Maka saran 

yang dapat diberikan penulis untuk mewujudkan perlindungan terhadap 

hak anak yang bermasalah dengan hukum di masa yang akan datang 

hendaknya kepolisian mampu untuk: 

1. Pemahaman mengenai diversi dan diskresi POLRI dalam sistem 

peradilan anak  

Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversi dan 

diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah 

orang dewasa yang telah dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus 

dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan 

untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik 

dengan hukum
112

.  

Jika dilihat dari sudut perlindungan kepentingan terbaik anak, 

maka keberadaan diversi ini sangat diperlukan, karena melalui diversi, 

kemungkinan penuntutan pidana gugur, rekor anak sebagai bekas 

terdakwa pun tidak ada, dan dengan sendirinya stigmatisasi atas diri 

anak pun tidak terjadi. Penerapan konsep diversi ini lebih 

mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari 

                                                           
112 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 

168. 
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tindakan pemenjaraan. Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, 

polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penutut 

umum
113

. 

Konsep diversi ini dapat dilakukan Polri dengan menjalankan 

hak diskresinya, diskresi ini merupakan suatu kekuasaan atau 

wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan 

keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada 

pertimbangan hukum.  Dalam menjalankan diskresi ini Polisi juga 

dapat menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan 

tersangka anak ataupun melakukan pengalihan dengan tujuan agar 

anak terhindar dari proses hukum yang lebih lanjut.  

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun1997 Tentang Pengadilan 

Anak dalam penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan 

stigma atas diri anak, mulai dari cara penanganan anak di tingkat 

penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga pelaksanaan 

pembinaan. Kesemuanya menunjukan indikator yang berupa 

stigmatisasi anak, dan sudah barang tentu hal ini akan sangat 

merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang. 

Adanya pemahaman penyidik mengenai diversi dan diskresi 

akan menambah pengetahuan kepada penyidik anak untuk mampu 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik, sehingga 

                                                           
113 Ibid., hlm. 162. 
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diharapkan anak pelaku tindak pidana dapat diperlakukan sebagaimana 

anak pada umumnya yakni sebagai orang yang perlu dilindungi akan 

hak dan kepentingannya.  

 

2. Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang 

perlindungan anak 

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas dan 

kewenangan penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungan anak 

hendaknya wajib dilaksanakan untuk masa yang akan datang dengan 

melakukan suatu terobosan-terobosan yang diharapkan dapat 

menjamin suatu perspektif anak tidak hanya sebagai pelaku tindak 

pidana melainkan perspektif anak ditinjau dari sudut pandang anak 

sebagai korban.  

Adanya sudut pandang yang dimiliki oleh penyidik/penyidik 

pembantu ini diharapkan akan tercipta suatu model penyelesaian 

secara non penal seperti peradilan restoratif. Keadilan restoratif 

merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam 

suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta 

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya 

menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat 

dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang 

tidak berdasarkan pembalasan
114

.  

                                                           
114 Ibid.,  hlm. 180-181. 
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Disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada hari Selasa lalu tanggal 3 

Juli 2012 pada Rapat Paripurna merupakan gerbang awal untuk dapat 

melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta dapat 

menjamin perlindungan bagi anak dalam peradilan pidana dengan 

pertimbangan terbaik untuk anak. Dalam Undang-Undang ini terlihat 

perkembangan dalam sistem hukum di negara dengan masuknya 

keadilan restoratif yang akan digunakan dalam penyelesaian perkara 

pidana anak di masa yang akan datang. Ini  bertujuan pemulihan 

kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.  

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tantang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) ini baru diterapkan setelah 2 tahun sejak 

diundangkan dan menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak.  

Adanya peradilan restoratif di Indonesia untuk masa yang akan 

datang ini bertujuan sebagai upaya untuk mengedepankan hak-hak 

anak sekaligus mencegah terjadinya stigmatisasi pada diri anak dalam 

upaya penanggulangan delinkuensi anak di masyarakat.  
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